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PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PENGADAAN (PP), PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP),
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
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DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus I[bukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor
142 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan,

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 1677 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Klasifikasi
RSUD Kelas D menjadi RSUD Kelas C;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN, PEJABAT
PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP), PANITIA PEMERIKSA
HASIL PEKERJAAN (PPHP] RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
CILINCING DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.
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Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan
(PP), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia
Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum Daerah
Cilincing, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Surat Keputusan ini.

Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK} sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

menyusun perencanaan pengadaan;

menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

menetapkan rancangan kontrak;

menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS};

menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan

kepada Penyedia;

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

menetapkan tim pendukung;

menetapkan tim atau tenaga ahli;

melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

11. mengendalikan Kontrak;

12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
Pengguna Anggaran (PA}/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
dengan berita acara penyerahan:

14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan;

15. menilai kinerja Penyedia;

16. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan tugas pelimpahan
kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), meliputi :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja; dan

b.  mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak
lain dalam batas anggaran belanja yang telah
ditetapkan;

17. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK} dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dapat dibantu oleh Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa;

18. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan
terhadap barang/jasa yang diserahkan; dan

19. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia

menandatangani Berita Acara Serah Terima.

S

CEENEC

Tugas Pokok Pejabat Pengadaan (PP) dalam pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
sebagai berikut :

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan

Langsung;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah}; dan

4. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEEMPAT Tugas Pokok Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. Pelatay Pogrerihes lasl Pekamasn VT aoet i (TR Suaghden
AlEmeniea  auinistetoeel  HaEgl  peebeviiset tesisuigan
BES G WPheriien | Norrsimabis Adusa 1anmya vaNE Hetbilnl
= TR L ymk Tepat i Urif 10,00 (dua ratus juta rupiah) dan
Jasa  Konsultansi yang  bernilai paling  banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

2. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas
memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruisi/Jasa Lainnya yang bernilai
paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di
atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

KELIMA * Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2. \severi 2020

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAkA

\KEPALA DINAS KESEHATAN PRIV %T

f

:L'I].; 153 U'rﬁc"___E

NIP. 19640629198912209}

Gubernur Provinsi DKI Jakarta:

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta,

Sekretaris Daerah Provinsi DKI J akarta;

Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI J akarta;

nrEpe Tz e Toeon ryrad L) Jisdet s

Womwdhe Hiediar Perencansan teminayginan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
Inepain Eailan ILepegastat Dassty Provinsi DKI Jakarta;

owimls Bl Fermm loks Anet Dwoeah Provinsi DKI Jakarta;

Kepala Badan Persgmlaii Jlebisryge i Pili=stht Priovims] 36t Jebartie

Kepala Badan Peluywat Femitutenn Wamsnyilan Tass Tt T Jakarta;
Pejabat Pembuat Wantiisess ifies )y a2l Ll Beeraty 1 2ot Dinas
ety Prouine] ] bl

Peiatast elals=nia fokois Regmsn #oesah Sakit Umum Daerah Cilincing
Thnaz Degsemsluel Peayminh D] el

Haimtnt Mevgediean Bamog den dusa ®umah Sakit Umum Daerah Cilincing Dinas
hosclimigy Travena QKL ka2,

PrfEbad Pysivrlesr Husdl Feen jnan Wamah Sakit Umum Daerah Cilincing
PmsEE  Nosalino Proegnss LMoyt is;



5

15, ifanuim Memesias Foul| Pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing
Dhiwes Nesetmtzmn Frovipsi DKI Jakarta;

16. Bendalinrg Pengeliamsis Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing Dinas
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

17. Bendahara Pengeluaran Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.



Lampiran 1: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20 TANUN 2020
> Jgnu';ri 4030

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PENGADAAN (PP), PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP),
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCING
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2020

NO NAMA NIP JABATAN PENGADAAN
1 |Dra.Nora Sijlligen Afi 196509251996032002 Priabat Pembuat Komitmen |PRK]
2 |Hamidah Rahmawati S Farm Apt 198106052008012026 IWilabat #ypelaan (i
.3 __|dr. layli Rahmawati 197707092006042003 Imiabat Pemertksa Hasil Pekesjaan |FIPHF]
4 |dr.Lia Winarti 198110182011012007 Panitia Pemeriksa Hasit Pekewjaan |PPHTI
9 |Yeni Yusnita Lumban ®u Ja, Amd Wingy 197312231998032005 Panitia Pemeriksa Hasil |[%kgilaan |PPHY
6 |Rahmat Eko Mulyuli, Amd.Rad 197204112008011018 Panitia Pemeriksa Hasil Peket]aan |[PPH{|

1KEPALA DINAS KESEHATAN MRLIVINGY.
'DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARYA

ﬂ*-zﬂ»%ﬂ,z
WIDYASTHTI 1

NIP 196406291989122001 *




